Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Gelar Rapat Perdana
KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2024, H. Supian HK: Menyamakan Persepsi Arah
Pembangunan Daerah
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Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TPAD) Provinsi Kalsel yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Ir. Roy Rizali Anwar,
S.T., M.T. guna membahas rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA),
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalsel Tahun
Anggaran 2024, Kamis (1/8/24) pagi.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr. (H.C.) H. Supian HK, S.H., M.H. yang juga selaku
ketua Banggar mengatakan bahwa rapat kali ini merupakan rapat perdana, dengan tujuan untuk
menyamakan persepsi mengenai arah pembangunan daerah tahun 2024 sebelum nantinya
dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antar gubernur dan pimpinan DPRD sebagai dasar
penyusunan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan
Tahun Anggaran 2024.

“Dalam kesempatan ini pula, Banggar ingin mendengar secara langsung mengenai
indikator maupun asumsi-asumsi ekonomi yang mempengaruhi terhadap kebijakan anggaran
Pemerintah Provinsi Kalsel dalam kapasitasnya terhadap pengalokasian anggaran program
kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ujar Politisi senior
Partai Golkar itu.

Sehingga, lanjut H. Supian HK, ada sebuah gambaran umum yang nantinya menjadi
tolok ukur bagi DPRD, dalam memberikan saran dan masukan terhadap substansi dan materi
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dari Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 ini. Setelah rapat ini, ujarnya,
masing-masing komisi akan diberikan waktu untuk melaksanakan rapat pembahasan dengan

mitra kerjanya, sebelum pada tanggal 21 Agustus 2024 akan disahkan melalui Rapat Paripurna.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda
penyampaian Gubernur Kalsel terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali
Anwar, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan bahwa rancangan KUA PPAS APBD
Tahun 2025 ini sangat penting untuk menjadi dasar dalam menyusun rencana dan anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.

“KUA ini merupakan tahapan yang penting dalam proses penyusunan APBD.
Sebagaimana kita ketahui, rancangan KUA menjadi dasar dalam penyusunan rancangan PPAS
Tahun Anggaran 2025. Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS ini berpedoman pada
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah,” katanya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini, mengungkapkan tema pembangunan
Kalsel yaitu “Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana

untuk Mendukung Kalsel Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.”

Tema tersebut, lanjutnya, diangkat dari isu-isu strategis pembangunan antara lain
meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas sarana prasarana,
optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup,
serta mewujudkan kalsel sebagai gerbang IKN dan sebagai gerbang logistik Kalimantan.

“Adapun fokus pembangunan Provinsi Kalsel tahun 2025, diarahkan untuk pendidikan,
kesehatan, dan sarana prasarana. Kemudian UMKM dan ketenagakerjaan, investasi hilirisasi
industri, pertanian dan pariwisata, serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup untuk

mendukung ketahanan bencana,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan perencanaan belanja daerah, diprioritaskan untuk mendanai
urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar. Di samping itu belanja daerah juga
harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025, sesuai dengan
kewenangan pemerintah provinsi. Dengan kata lain, penggunaannya lebih fokus terhadap
kegiatan yang berorientasi produktif, serta memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas
SDM, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
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Paman Birin menambahkan struktur/postu APBD yang tertuang dalam rancangan KUA
dan PPAS Tahun 2024 yaitu pendapatan daerah dianggarkan dengan proyeksi sebesar
Rp.10.459.645.725.548,00, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp11.554.645.725.548,00.
Terjadi defisit anggaran sebesar Rp1.095.000.000.000,00.

“Pada posisi penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp1.145.000.000.000,00
yaitu pada penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran dan penerimaan kembali investasi non
permanen. Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00

digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada BUMD,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalsel menyambut baik dan mengapresiasi segala
gagasan Gubernur Kalsel yang dibacakan oleh Sekda Kalsel. Menurutnya, kesuksesan
eksekutif tidak terlepas dari kesuksesan legislatif, begitu pula sebaliknya. Karenanya, sebagai
nakhoda wakil rakyat “Rumah Banjar” dirinya mendukung segala kebijakan yang orientasinya

kepada kesejahteraan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat “Banua”.

“Sebagai tahapan berikutnya, akan dilaksanakan rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel,”
pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalsel yang diwakili Sekdaprov Kalsel dan Ketua
DPRD Kalsel melakukan penandatanganan pakta integritas Rancangan KUA PPAS APBD
2025.
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Catatan:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1) Laporan realisasi semester pertama menjadi dasar perubahan APBD.
2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit
organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun
anggaran berjalan;
d) keadaan darurat; dan/atau
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e) keadaan luar biasa
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